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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.   Pengertian Tindak Pidana  

 Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak 

pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang 

menggabungkan perbuatan dan kesalahan. Pengertian tindak 

pidana dalam buku ini memisahkan tindak pidana dari 

pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa 

tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang 

melanggar”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya 

perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. 

Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak 

pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, 

sifat melawan hukum dan alasan pembenaran berpusat kepada 
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perbuatan. Dengan kata lain hal-hal tersebut bertujuan untuk 

mempertegas dilanggarnya perbuatan tertentu. 
1
  

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marsshall 

dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan 

diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana (crime) 

adalah “any act or omission prohibited by public for the 

protection of the public, and made punishable by state in a 

judicial proceeding in its own name”. Dari penjelasan di atas 

dapat diartikan setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh 

publik untuk melindungi publik, dan dihukum oleh negara dalam 

proses peradilan atas namanya sendiri. dengan kata lain tindak 

pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang 

dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan 

pidana oleh negara melalui proses hukum. Dari pengertian ini 

tersimpul tiga hal. Pertama,larangan perbuatan bertujuan untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. 

Kedua,perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar 

bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Ketiga, 

                                                             
1
 Muhamad Ainul Samsul, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip 

Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 15-16 
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pelaksanaan ancaman tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara 

sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses 

pengadilan. Tindak pidana masyarakat terpenuhinya tiga hal 

tersebut secara simultan. sebaliknya tidak terpenuhi salah satu 

unsur, maka tidak dimungkinkan terjadinya tindak pidana 

sebagaimana dapat disimpulkan dari perkataan ketiga pakar 

hukum pidana itu bahwa ” any act is not necessarily a crime 

because it is prohibited by a public law… to constitute crime, it 

must be punished to protect the public, and it must be punished 

by state or other sover eign power”. Dari penjelasan di atas dapat 

diartikan setiap tindakan tidak selalu merupakan kejahatan karena 

dilarang oleh hukum publik. Merupakan kejahatan itu harus 

dihukum untuk melindungi publik, dan harus dihukum oleh 

karena itu negara atau kekuatan negara lain. Dengan demikian, 

pengertian tindak pidana mencakup kesalahan dan 

pertanggungjawaban pembuat, tetapi hanya berkaitan dengan 

perbuatan.
2
 

                                                             
2
 Muhamad Ainul Samsul, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip 

Dasar Hukum Pidana, . . .    h. 17 
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Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana 

merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak 

pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk 

memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, 

maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau 

pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum 

pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai 

sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-

dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang 

tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana 

adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti 

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”straf” yang 

dapat diartikan sebagai ”hukuman”. Berdasarkan definisi diatas 

menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang 

meyalahi peraturan dan merugikan orang lain ataupun orang 

banyak. Dengan demikian tindak pidana juga merupakan 

pelanggaran hukum dan pelakunya dapat diancam pidana. 
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B. Asas-Asas Hukum Pidana  

Hukum pidana mengenal  

1. Asas Prinsip Legalitas Legalitas berasal dari kata legal 

(latin), aslinya legalis, artinya sah menurut undang-

undang. Asas legalitas ini dikenal sebagai berikut.  

a. Dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada 

suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 

(Nullum Delictum Nulla Poena Sune Previa Lege 

Poenali). Asasi ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

b. asas dalam hukum pidana, bahwa dalam setiap perkara 

pidana harus diajukan kepada hakim.dalam KUHP, 

konsideran huruf a mengatakan, “Bahwa Negara 

Republik Indonesia adalah negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

yang menjungjung tinggi hak asasi manusia serta yang 

menjamin segala warga negara bersamaan 
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kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjungjung tinggi hukum dan pemerintah itu 

dengan tidak ada kecualinya”.  

2. Perlakuan yang sama atas Diri Setiap Orang di Muka Hukum 

(Equality Before the Law) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi: Pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-

bedakan orang. Penjelasan umum butir 3 a KUHAP 

berbunyi: perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka 

hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.  

3. Asas Praduga Tak Bersalah (Persumption of Innpcent) 

Asas ini  dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KHUAP. 

Asas ini juga telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-

Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 

yang berbunyi: “setiap orang yang telah disangka, ditangkap, 

ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang 

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah samapai adanya 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
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4. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan 

Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat yang 

Berwenang. Asas ini terdapat penjelasan KUHAP butir 3 b. 

Secara rinci dalam hal penangkapan diatur dalam Pasal 15 

sampai dengan 19 KUHAP. Sedangkan dalam peradilan 

militer diatur dalam Pasal 75 sampai dengan 77 UU No. 31 

Tahun 1997.  

Penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 31 

KUHAP. Dalam pengadilan militer diatur dalam Pasal 78 

sampai dengan 80, dan Pasal 137 dan 138 UU No. 31 Tahun 

1997. Selain perintah pertahanan dilakukan secara tertulis, 

yang lebih prinsip lagi dalam KUHAP dan peradilan militer 

diatur pembatasan pertahanan. Hal ini yang membedakan 

dengan ketentuan HIR. Dalam HIR, dulu tidak membatasi 

batasan minimum masa penahanan pada setiap pemeriksaan 

oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Setiap kali 

habis masa perpanjang, setiap kali itu pula dapat diminta 

perpanjang tahanan tidak dipelihara dengan teliti, sehingga 

bisa kejadian orangnya berada dalam tahanan, tetapi status 
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tahanannya tidak diketahui apakah ia tahanan jaksa atau 

hakim. 

Menyangkut penyitaan diatur dalam Pasal 32 sampai 

denganPasal 37 KUHAP. Dalam peradilan militer diatur 

dalam Pasal 82 sampai dengan 86 UU No. 31 Tahun 1997. 

Sedangkan penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 

Pasal 46 KUHAP. Dalam peradilan militer diatur dalam 

Pasal 87 sampai dengan pasal 95 UU No. 31 Tahun 1997.  

5. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitas 

Asas ini terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 

d. Pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 yang 

juga mengatur ketentuan ganti rugi. Secara rinci pasal yang 

mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitas adalah Pasal 95 

samapai dengan Pasal 101 KUHAP. Jadi, KUHAP memberi 

prosedur hukum bagi seseorang “korban” tindak pidana, untuk 

menggugat ganti rugi yang becorak perdata terhadap terdakwa 

bersamaan dengan pemerriksaan perkara pidana yang sedang 

berlansung. Misalnya, kerugian yang timbal akibat pelanggaran 

lalu lintas dan jumlah besarnya ganti rugi yang dapat diminta 
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hanya terbatas sebesar kerugian materil yang diderita si korban. 

Penggabungan masalah ini dapat diajukan selambat-lambatnya 

sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana 

(requisitur). 

6. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan  

Tentang asas sederhana dan biaya ringan pun dijabarkan 

dalam KUHAP sebbagaimana dalam Pasal 98. Juga banding tidak 

dapat diminta terhadap putusan dalam acara cepat pembatasan 

penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada 

sidang prapradilan.  

7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum 

    Asas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa ini telah 

menjadi ketentuan universal di Negara-negara demokrasi dan 

beradab. Dalam “Internasional Convenat on civil dan Political 

Right article 14 sub 3d kepada tersangka/terdakwa diberikan 

jaminan: Diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri 

sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum 

menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya ini 

jika ia tidak mempunyai nasihat hukum untuk dia, jika untuk 
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kepentingan peradilan perlu untuk, dan jika ia tidak mampu 

membayar penasihat hukum, ia dibebaskan dari pembayaran.  

8. Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya 

Terdakwa 

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 154,155, 

dan sterusnya dalam KUHAP. Yang dipandang pengecualian dari 

asas ini ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya 

terdakwa, yaitu putusan verstek  atau in absentia.tetapi ini hanya 

merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara 

pelanggaran lalu lintas jalan. Pasal 213 KUHAP berbunyi, 

terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk 

mewakilinya di sidang. Begitu pula ketentuan dalam Pasal 214 

yang mengatur acara pemeriksaan verstek itu. 

9. Perinsip Peradilan Terbuka untuk Umum 

Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 

ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi, untuk keperluan 

pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan 

terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan 
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atau terdakwanya anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam 

ayat (2) dan (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. 

Baerkaitan dengan peradilan terbuka untuk umum ini, maka 

ketentuan bagi yang mengikuti persidangan selayaknya 

memperhatikan tata tertib persidangan yang antar lain dalam 

Pasal 2 segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua 

sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib 

dilaksanakan dengan segera dan cermat
3
    

 

C.  Jenis-jenis Tindak Pidana 

1. Delik Formil dan Delik Materil  

Delik formil adalah delik atau perbuatan tindak pidana 

yang dilarang melakukan tindak melanggar hukum yang diatur 

dalam undang-undang. Pengaturan tersebut seperti Pasal 160 

KUHP tentang penghasutan, Pasal 209-210 KUHP pengelapan 

atau pengelapan aktif yang dilakukan pelaku, Pasal 362 KUHP 

tentang pencurian, dan Pasal  263 KUHP tentang pemalsuan 

surat-surat berharga dan terkait undang-undang surat berharga 

                                                             
3
 Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, Hukum Acara Pidana 

Dalam Teori Dan Praktik, Bogor: Ghalia Indonesia, h.2-9  



 40 

semacam perjanjian kerja dan keterkaitan undang-undang 

ketenagakerjaan. Delik materil adalah delik atau tindak pidana 

yang baru dianggap setelah terjadinya adalah suatu indak 

melawan hukum atau tindak pidana atau delik. Ketika perbuatan 

tindak pidana dilakukan batulah proses penjatuhan hukuman 

berlaku bagi pelaku tersebut. Seperti yang meliputi pasal 338 

KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang 

penganiayaan.
4
 

2. Delik Khusus dan Delik Umum 

Delik khusus adalah delik yang dilakukan oleh orang-

orang tertentu saja. Sama seperti delik sederehana dimana tindak 

pidananya sangat jelas terlihat. Tidak semua orang dapat 

melakukan kejahatan ini seperti meliputi tindakan pidana korupsi 

diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor), 

ancaman terorisme yang diatur dalam undang-undang terorisme 

dan sebagainya. 

Delik umum adalah delik dimana tindak pidana dapat 

dolakukan setiap orang. Delik ini sama pada umumnya setiap 

                                                             
4
 Extrix Mangkepriyanto, Hukum Pidana dan Kriminologi, (Jakarta: 

Guepedia Publisher, 2019), h. 72 
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orang dapat dijatuhi hukuman atas dasar kesalahan perilakunya. 

Pasal 338 tentang pembunuhan, 372 KUHP tentang penggelapan 

dan pasal lainnya disetiap undang-undang yang berlaku.
5
 

3. Delik Tunggal dan Delik Berangkai 

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 

perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai adalah delik yang 

baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. 

Misal: Pasal 481 (Penandahan sebagai kebiasaan) KUHP.
6
  

4. Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan 

bukan delik ekonomi. 

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat 

dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat  No 7 Tahun 1955, 

Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.
7
 

 

D.  Pengertian Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata 

fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum 

                                                             
5
 Extrix Mangkepriyanto, Hukum Pidana Dan Kriminologi,….. h. 80 

6
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami 

Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 46 
7
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami 

Hukum Pidana…. h.48 
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mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan 

oleh orang-orang mukhalaf (orang yang dapat dibebani 

kewajiban), seabagai hasil dari pemahaman atas adlil hukum 

yang terperinci dari Alquran dan hadits. Tindakan kriminal 

adalah tindakan kejahatan yang menggangu ketentraman umum 

serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan. 

Hukum pidana Islam syariat Allah yang mengandung 

kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 

Syariat dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi 

bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban 

asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala 

hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang  ada pada 

orang lain. Setiap orang hanya pelaksanaan yang berkewajiban 

memenuhi perintah Allah. Perintah Allah maksud, harus 

ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.  

Al-quran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, 

sehingga disebut Al-bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud 

secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satunya 

adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk nash 
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(tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya: orang yang 

membunuh tanpa hak hukumnya harus di bunuh oleh keluarga 

korba atas adanya putusan dan pengadilan. Orang yang berzina 

harus dicambuk 100 kali bagi pelakuyang bersetatus pemuda dan 

pemudi. Namun, bagi pelaku yang bersetatus janda atau duda 

dan/ atau sudah menikah hukumannya adalahadalah rajam. 

Demikian juga perbuatan yang berkaitan dengan minuman 

khamar, pencurian, perampokan, penuduhan zinah, dan orang 

murtad. Hal-hal seperti itu dijelaskan sanksi hukumannya di 

dalam Alquran. 
8
 

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan 

syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan tazir. 

Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, 

tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No. 6 

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahawa yang dimaksud 

dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat 

Isalam yang dalam qonun ini diancam dengan uqubah hudud 

dan/atau tazir. Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum 
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 Zainudin Ali, Hukum Islam Pengatar Ilmu Hukum Islam di 

Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika h.102-103. 
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Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang 

dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh 

syariat Isalam dalam Qanun Jinayat  diancam dengan „uqubah 

hudud, qisash, diyat dan/atau takzir.
9
 Hukum pidana islam 

merupakan hukum yang berasalkan dari ketatapan hukum islam 

yang bersumber dari al-qur‟an, hadist dan beberapa ijma ulama 

yang merusukan suatu hukum berdasarkan hukum islam.  

 

E.  Jenis Hukuman Dalam Pidana Islam 

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak 

pidana (jarimah) dibagi menjadi:  

1. Jarimah Hudud 

Hudud jamak dari had. Makna dasarnya mencegah. 

Secara terminologis hudud adalah hukuman yang telah ditetap 

syariat untuk mencegah kejahatan.  

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum 

Jinayat, hudud adalah jenis jukuman yang bentuk dan besarnya 

telah ditentukan dalan qanun secara jelas. Menurut Qanun No. 7 
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Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hudud adalah jenis 

„uqubat yang bentuk besarnya telah ditentukan dalam qanuan 

seacara tegas.  

2. Jarimah Qisas dan Diyat 

Qisas merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan 

pembunuh sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. 

Akan tetpi  keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati 

menjadi hukuman denda (diyat). Gagasan ini sangat khas berbeda 

dengan sistem positif selama ini. Paling tidak, ada tiga kategori 

yang berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu; kejahatan 

membunuh memukul dan mencederakan dan kejahatan 

menggugurkan kandungan.  

3. Jarimah Takzir  

Seacara terminologi takzir berasal dari kata „azara‟ yang 

berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu 

pengertian takzir ialah memberikan pengajaran (at-ta‟dib).   

4. Hukuman Jarimah Politik  

  Hukuma jarimah politik dapat berbeda-beda, menurut 

perbedaan keadaan dimana jarimah itu terjadi. Jarimah-jarimah 
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yang dilakukan dalam suasana pemberontakan atau perang, maka 

dapat dibagi kepada dua, yaitu jarimah yang diperlukan oleh 

suasana tersebut, dan jarimah-jarimah lain yang tidak ada sangkut 

pautnya dengan keperluan pemberontakan dan perang. 
10

 

Hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah dibagi 

kepada lima golongan yaitu : 

1. Berdasarkan pertaliannya, hukuman itu dibagi menjadi empat 

macam, yaitu :  

a. Hukuman pokok, seperti qishas untuk jarimah 

pembunuhan dan potong tangan untuk mencuri. 

b. Hukuman pengganti bila hukuman pokok tidak dapat 

dilaksanakan, seperti diyat pengganti qishas atau ta‟zir 

pengganti hudud. 

c. Hukuman tambahan mengikuti hukuman pokok, seperti 

terhalang mewarisi bagi pembunuh keluarga, tanpa perlu 

penetapan sendiri. 

d. Hukuman pelengkap yang mengikuti hukuman pokok 

dengan keputusan tersendiri, seperti mengalungkan tangan 

pencuri yang telah dipotong tangannya. 

2. Berdasarkan hukuman hakim dalam menentukan berat 

ringannya hukuman : 

a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, seperti 

hukuman cambuk 80 kali atau 100 kali. 
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b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah 

sesuai keputusan hakim, seperti hukuman penjara atau 

hukuman cambuk pada perkara ta‟zir. 

3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan, terbagi 

dua: 

a. Hukuman yang telah ditentukan jenisnya dan besarnya 

dan hakim tidak boleh mengurangi, menambah, atau 

menukar dengan hukuman lain, disebut juga uqubah 

lazimah. 

b. Hukuman yang bebas dipilih hakim dari sekumpulan 

hukuman yang telah ditetapkan syara‟ agar bisa 

disesuaikan dengan keadaan dan pelaku jarimah, disebut 

juga uqubah mukhayyarah. 

4. Hukuman berdasarkan tempat dilaksanakan, terbagi tiga : 

a. Hukuman badan, seperti dipancung, dicambuk, dipenjara 

dan sebagainya. 

b. Hukuman jiwa,seperti ancaman, peringatan dan teguran. 

c. Hukuman harta, seperti diyat, kafarat dan perampasan 

harta 
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5. Berdasarkan bentuk jarimah, ada empat macam : 

a. Hukuman hudud untuk jarimah hudud 

b. Hukuman qishas-diyat untuk jarimah qishas-diyat 

c. Hukuman kafarat untuk jarimah qishas diyat dan 

sebagian ta‟zir 

d. Hukuman ta‟zir untuk jarimah ta‟zir.
11

 

 

F. Tujuan Hukum Pidana Islam  

Tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa. 

Akal, harta masyarakat seacara umum, dan keturunan. Oleh 

karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam 

kehidupan bermasyaraktat. Sebab, emapat dari tujuan syariat 

dapat dicapai dengan menanti ketentuan hukum pidana Islam, dan 

dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata 

Isalam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa 

semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Isalam.
12

 

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran yaitu,  
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1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jarang sampai melakukan 

perbuatan yang tidak baik (aliran klsaik); 

2. Untuk menindik orang yang telah pernah melakukan 

perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali 

dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern); 

Menurut aliran klsaik tujuan hukum pidana untuk melindungi 

individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya 

menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk 

melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian 

hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan 

penjahat, maka aliran ini mendapat pengarus dari perkembangan 

kriminologi.
13

   

Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu: 

a. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk 

balasan. Teori ini dikenal akhir abad ke 18 dengan 

pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbet, dan Stahl. 

b. Teori tujuan atau relative, jika teori absolut melihat 

kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-
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teori relative maupun tujuan berusaha untuk mencegah 

kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain 

pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh 

karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat 

kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan 

prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana 

diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, 

karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, 

jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. 

Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar 

ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.  

c. Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas.
14
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